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ABSTRAK 

 

Ario wirawan, (2024):  Persepsi Masyarakat terhadap Harta Bersama yang 

Tidak Dibagikan Pasca Perceraian Presfektif 

Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Empat 

Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar) 

 

Harta bersama merupakan salah satu isu krusial yang sering muncul dalam 

proses perceraian di Indonesia. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks 

karena melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan. 

Dalam konteks hukum Indonesia, harta bersama didefinisikan sebagai harta yang 

diperoleh selama perkawinan, terlepas dari siapa yang memperolehnya. 

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

reaserch). Maka metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif 

yang mempunyai makna jenis penelitian pendidikan di mana peneliti bergantung 

pada pandangan partisipan atau informan: peneliti bertanya panjang lebar, 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum, pertemuan data sebagian besar terdiri 

dari kata-kata (atau teks) dari peserta, menggambarkan dan menganalisis teks 

tersebut menjadi tema-tema, dan melakukan permintaan secara subyektif dan 

secara bias Di desa Empat Balai, isu pembagian harta bersama pasca perceraian 

merupakan hal yang sangat penting dan mendapat perhatian serius dari 

masyarakat.  

Mayoritas penduduk desa ini memiliki pemahaman bahwa harta yang 

diperoleh selama perkawinan merupakan hak bersama suami-istri, dan karenanya 

harus dibagi secara adil ketika terjadi perceraian. Kebanyakan orang menganggap 

harta bersama sebagai harta yang diperoleh selama pernikahan, dan 

penyebarannya harus dilakukan secara adil jika terjadi perceraian. Menurut 

perspektif Hukum Positif Indonesia ketidakpembagian harta tidak melanggar 

hukum jika berdasarkan kesepakatan yang sah atau keputusan pengadilan. Hukum 

Indonesia memberikan fleksibilitas untuk mencapai keadilan dalam proses 

perceraian. Sedangkan dari konteks Fiqih masalah dalam pembagian harta dapat 

disebabkan ketidakjelasan kepemilikan, hak anak dan hubungan ekonomi yang 

rumit. Penyelesaian melalui musyawarah, tahkim, dan Maslahah Mursalah adalah 

metode yang di utamakan. Implikasi dari ketidakpastian harta bersama meliputi 

potensi ketidakadilan, konflik dan ketidakpastian hak milik.  

                                    . 

 

Kata kunci : Harta Bersama, Perceraian, Masyarakat, Desa Empat Balai 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 
Syukur Alhamdulillah penulis ucapan kehadirat Allah SWT. Yang 

senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Harta 

Bersama Yang Tidak Dibagikan Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum 

Islam (Studi Kasus Di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)” 

tepat pada waktunya. 

Sholawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan umat 

Islam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma 

Shalli‟Ala Muhammad Wa‟ala ali Muhammad yang mana beliau telah membawa 

umatnya dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang yang saat ini 

kita sarakan. 

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Keluarga Islam pada 

program Strata satu (S1). Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari 

bahwa penulisan ini masih terdapat beberapa kesilapan dan kesulitan dalam 

mengerjakannya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak 

lepas dari do‟a, dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah 

ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada: 
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1. Orang tua, ayahanda Yuzapri dan ibunda Nurlia yang telah memberikan kasih 

sayang dan dukungannya kepada penulis. Serta kepada saudari saya Nurul 

Syafiqa yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis 

selama jatuh bagun membuat skripsi ini. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor, Wakil Rektor I 

Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof.Dr. H. Mas‟ud 

Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan S.Pt, M.Sc, Ph.D dan 

seluruh jajaran civitas akademika UIN Suska Riau. 

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 

beserta Bapak Dr. H. Abdul Munir,Lc, M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. 

H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, 

M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.    

4. Bapak H. Ahmad Masy‟ari, S.H., M.A, HK selaku Ketua Program studi 

Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., M.A selaku 

Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Ibu Yuni Harlina, M.Sy, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Zulfahmi, 

S.Sy, M.H selaku dosen pembimbing II penulis yang telah meluangkan 

waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 
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6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang 

telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi masa depan 

penulis 

7. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.A, M.Pd. selaku Penasehat Akademik 

penulis yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk bertanya tentang 

perkuliahan dan setoran hafalan surat, semoga beliau dilancarkan rezeki nya 

dan di berikan selalu kesehatan. 

8. Ucapan ribuan terima kasih kepada teman-teman terkhusus kepada 
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9. Kepada Rani Saputri,  kamu telah melakukan banyak hal yang luar biasa 

untuk saya, saya ingin mengucapkan hanya untuk satu diantaranya: atas 
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Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan ikatan sakral antara seorang pria dan wanita 

untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Islam, 

perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa, namun merupakan ikatan suci 

(mitsaqanghalizhan) untuk mewujudkan rumah tangga harmonis berdasarkan 

ridha dan ketentuan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-

Rum [30]: 21 

 ا⁠ج⁠ٰۤ  وَ ۡ  أزَ ۡ  أنَفُسِكُم ۡ  خَلَقَ لَكُم مِّن ۡ  ۤ  أَنۦءاَیـَتِٰوِ  ۡ  وَمِن

 لِكَ ⁠ٰۤ  إِنَّ فِی ذَ  ۡ  مَة  ۡ  وَرحَ ⁠نَكُم مَّوَدَّةۡ  ىَا وَجَعَلَ بَیۡ  یإلَِ  ۡ  كُنُـو اۡ  لِّتَس

یَـتـَفَكَّرُونَ  ⁠مۡ  لِّقَو ⁠یٰـَتل َـاَ   

 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untuk mu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. 

 

Tidak semua perkawinan mampu dipertahankan hingga akhir hayat 

pasangan. Berbagai persoalan dapat menyebabkan perkawinan berakhir 

dengan perceraian. Data Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2020 



 

 
 

2 

angka perceraian di Indonesia mencapai 354.247 kasus.
1
 Angka ini cenderung 

mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Sayangnya, tingginya angka 

perceraian mengindikasikan banyaknya pasangan yang gagal mempertahankan 

mahligai rumah tangga, termasuk di antara mereka yang telah dikaruniai anak. 

Akibatnya, muncul dampak negative baik secara moral maupun psikologis 

bagi anggota keluarga khususnya anak-anak. Nabi Muhammad SAW pun 

mengungkapkan  keresahannya terhadap dampak negatif perceraian bagi anak. 

Bahkan menurut pendapat Imam Syafi‟i, perceraian hanya disyariatkan  

sebagai jalan terakhir dalam mengakhiri perkawinan setelah cara-cara lain 

tidak berhasil. Sebagaimana sabdanya: 

 الَْْلََلِ إِلََ الِله الطَّلََقُ )رواه ابو داود بْـغَضُ أ
“Sesuatu yang halal paling dibenci Allah adalah perceraian." (HR. 

Abu Daud)
2
 

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa sebisa mungkin perceraian 

harus dihindari demi terciptanya rumah tangga yang harmonis dan kekal. 

Apabila perceraian terpaksa terjadi, sejumlah akibat hukum akan ditanggung 

oleh mantan suami istri, termasuk pembagian harta yang diperoleh selama 

perkawinan. 

Harta bersama merupakan salah satu isu krusial yang sering muncul 

dalam proses perceraian di Indonesia. Permasalahan ini menjadi semakin 

                                                             

1
 Badan Pusat Statistik, Statistik Perkawinan dan Perceraian 2023,  (Jakarta: BPS, 2024), 

h. 5. 

2
 Abu Daud Sulaiman Bin Ash‟ats As-Sijistai, Sunnan Abu Daud, (Beirut: Dar al-Fikr, 

1994), Juz 2, h. 261. 
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kompleks karena melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang saling 

berkaitan. Dalam konteks hukum Indonesia, harta bersama didefinisikan 

sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan, terlepas dari siapa yang 

memperolehnya
3
. Konsep ini berakar pada filosofi bahwa perkawinan 

merupakan persekutuan hidup yang seharusnya menyatukan kepentingan 

suami dan istri. 

Namun, dalam praktiknya, pembagian harta bersama seringkali 

menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor, antara lain perbedaan interpretasi mengenai kontribusi masing-masing 

pihak dalam perkawinan, ketidakjelasan pencatatan harta, dan adanya harta 

bawaan yang bercampur dengan harta bersama
4
. Selain itu, perkembangan 

zaman juga membawa tantangan baru, seperti meningkatnya partisipasi 

perempuan dalam dunia kerja, yang mengubah dinamika ekonomi rumah 

tangga dan mempengaruhi persepsi tentang keadilan dalam pembagian harta. 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam, telah mengatur tentang pembagian harta bersama. Secara umum, 

ketentuan yang berlaku adalah pembagian sama rata antara suami dan istri
5
.  

Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW: 

                                                             

3
 Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

4
 A. Mukti Arto. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar.2012), h. 56. 

5
 Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. 
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هُمَا، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ:  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّوُ عَنـْ
نـَهُمَا نِصْفَيِْ   "اقْسِمُوا بَـيـْ

 “Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Bagilah (harta pusaka itu) di antara mereka 

berdua sama banyak (yaitu setengah-setengah).” (H.R. Muslim 

dariIbnu Abbas)
6
 

Namun, implementasi aturan ini seringkali tidak sederhana, terutama 

ketika terdapat perbedaan signifikan dalam kontribusi ekonomi atau ketika ada 

klaim atas harta yang diperoleh sebelum perkawinan. Permasalahan 

pembagian harta bersama juga diperumit oleh faktor budaya dan agama yang 

beragam di Indonesia. Beberapa kelompok masyarakat memiliki adat istiadat 

tersendiri dalam mengelola dan membagi harta perkawinan, yang terkadang 

bertentangan dengan hukum positif
7
. Hal ini menciptakan dilema bagi hakim 

dan mediator dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. 

Kompleksitas permasalahan ini menuntut adanya pendekatan yang 

komprehensif dan sensitif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

Diperlukan tidak hanya pemahaman yang mendalam tentang hukum, tetapi 

juga kearifan dalam menilai konteks sosial dan ekonomi setiap kasus. 

Tantangan ke depan adalah bagaimana menciptakan sistem pembagian harta 

bersama yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-

nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang beragam. 

                                                             

6
 Muslim, Kitab Al-Fara'id, Bab Istihqaq Al-Bint Nisf Ma Yaritsu Al-Ibn, no. hadis 1615. 

7
 Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum 

Adat, Hukum Agama. (Bandung: Mandar Maju 2007). h. 98. 
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Meskipun aturan terkait pembagian harta bersama pasca perceraian 

telah dijelaskan, pada kenyataannya masih sering terjadi sengketa dalam 

pembagian harta bersama antara mantan suami-istri. Berdasarkan hasil 

penelitian Abdul Kadir Muhammad, 90% kasus sengketa di Pengadilan 

Agama terkait masalah harta bersama akibat perceraian. Tingginya angka 

sengketa ini menunjukkan masih banyak yang memahami secara keliru tata 

cara pembagian harta bersama pasca perceraian.
8
  

Kemudian dalam realitasnya, sering terjadi kasus di mana harta 

bersama tidak dibagi atau pembagiannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. Fenomena ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan 

sosial yang kompleks. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan harta 

bersama tidak dibagi antara lain: 

1. Kurangnya pemahaman pasangan mengenai hak-hak mereka terkait harta 

bersama 

2. Dominasi salah satu pihak dalam pengambilan keputusan keuangan selama 

perkawinan 

3. Kesepakatan informal antara pasangan untuk tidak membagi harta 

4. Kesulitan dalam menentukan dan memisahkan harta bawaan dan harta 

bersama 

5. Konflik dan perselisihan yang berkepanjangan dalam proses perceraian 

                                                             

8
Muhammad Abdul Kadir, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2014), h. 187. 
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6. Faktor budaya dan adat istiadat yang mempengaruhi pandangan 

masyarakat tentang pembagian harta 

7. Ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan atau keinginan untuk 

menghindari proses hukum yang panjang dan mahal 

Fenomena tidak dibaginya harta bersama ini menimbulkan berbagai 

persepsi di masyarakat. Sebagian mungkin menganggapnya sebagai 

pelanggaran hak dan bentuk ketidakadilan, sementara yang lain mungkin 

melihatnya sebagai pilihan pribadi pasangan atau bahkan sebagai bentuk 

"pengorbanan" salah satu pihak.  

Persepsi masyarakat terhadap harta bersama yang tidak dibagi menjadi 

penting untuk diteliti karena beberapa alasan: 

1. Memahami dinamika sosial: Penelitian ini dapat memberikan gambaran 

tentang bagaimana masyarakat memandang konsep keadilan dalam 

konteks pembagian harta bersama setelah perceraian. 

2. Evaluasi efektivitas hukum: Dengan mengetahui persepsi masyarakat, 

dapat dilakukan evaluasi terhadap efektivitas hukum dan kebijakan terkait 

pembagian harta bersama yang berlaku saat ini. 

3. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi: Penelitian dapat 

mengungkap faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis yang 

mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu ini. 

4. Pengembangan kebijakan: Hasil penelitian dapat menjadi masukan 

berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih 

efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 
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5. Peningkatan kesadaran hukum: Temuan penelitian dapat digunakan 

sebagai dasar untuk merancang program edukasi dan sosialisasi hukum 

yang lebih tepat sasaran. 

6. Perlindungan hak-hak individu: Dengan memahami persepsi masyarakat, 

dapat dirumuskan strategi yang lebih baik untuk melindungi hak-hak 

individu, terutama pihak yang lebih rentan dalam konteks pembagian harta 

bersama. 

7. Kontribusi pada ilmu pengetahuan: Penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi pada pengembangan ilmu hukum keluarga, sosiologi hukum, 

dan antropologi hukum di Indonesia
9
. 

Mengingat kompleksitas dan signifikansi isu ini, penelitian mendalam 

tentang persepsi masyarakat terhadap pembagian harta bersama yang tidak 

dibagi menjadi sangat relevan dan penting. Hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika sosial-

hukum dalam masyarakat Indonesia, serta menjadi landasan bagi 

pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih adil dan efektif di 

masa depan. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Penulis membatasi masalah pada penelitian ini agar objek penelitian 

menjadi fokus utama untuk menghindari luasnya permasalahan, sehingga 

penelitian ini terarah maka batasan masalah pada penelitian ini mengenai 

                                                             

9
 M.B Hooker. Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law. 

(Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008), h. 56 
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persepsi masyarakat terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian di 

Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Empat Balai, Kecamatan Kuok, 

Kabupaten Kampar tentang konsep harta bersama yang tidak dibagi 

setelah perceraian? 

2. Apa dampak hukum dan sosial dari tidak dibaginya harta bersama setelah 

perceraian? 

3. Bagaimana analisis  hukum islam tentang harta bersama yang Tidak dibagi 

setelah perceraian? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Pemahaman masyarakat Desa Empat Balai, Kecamatan Kuok, Kabupaten 

Kampar tentang konsep harta bersama yang tidak dibagi setelah 

perceraian. 

2. Dampak hukum dan sosial dari tidak dibaginya harta bersama setelah 

perceraian. 

3. Analisis hukum islam tentang harta bersama yang Tidak di bagi setelah 

perceraian. 

 

E. Manfaat Penelitian 
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1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi para 

akademis, penulis dan kalangan yang berminat khususnya dalam tata cara 

pembagian harta bersama pasca perceraian. 

2. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan Pendidikan S1 

pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

Universitas Islam Negri Sultan Syari Kasim Riau. 
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BAB II 

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Tinjauan Umum Perceraian 

a. Pengertian Perceraian 

Perceraian adalah berakhirnya ikatan pernikahan antara dua 

individu yang diatur oleh hukum dan memiliki tujuan untuk 

mengakhiri kehidupan rumah tangga. Perceraian dapat dilakukan 

dengan talak (percerian yang diajukan oleh suami) ataugugat 

(perceraian yang diajukan oleh istri) dan hanya dapat dilakukan 

didepan siding pengadilan.
10

 Percerian juga dapat diartikan sebagai 

pemutus sah hubungan perkawinan antara pasangan. 

Secara harfiah talak itu berarti lepas dan bebas. dihubungkannya 

kata talak dalam arti kata ini dengan putusanya perkawinan karena 

antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing 

sudah bebas. Sedangkan secara terminologis, Talak ialah 

menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan 

ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
11

 

Thalak_dari kata ithlaq artinya melepaskan atau meninggalkan. 

Menurut agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau 

                                                             

10
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2006), 

h. 198. 

11
Ibid, h. 197 
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bubarnya hubungan perkawinan.
12

 Perceraian dalam bahasa Indonesia 

dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah Fiqih 

yaitu berarti bubarnya pernikahan. 

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan 

dalam Undang-undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau 

berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan 

perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Dalam fiqih 

perceraian di istilahkan dengan furqah. istilah yang paling netral 

memang adalah perceraian, namun sulit pula digunakan istilah tersebut 

sebagai pengganti putusnya perkawinan, karena perceraian itu adalah 

salah satu bentuk dari putusnya perkawinan
13

 

b. Landasan Hukum Perceraian 

Perceraian itu perbuatan yang halal dilakukan tetapi dibenci 

oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman di dalam al-Qur‟an surat an-

Nisa‟ ayat 21: 

خَذۡنَ نِيكُم 
َ
فۡضََٰ بَعۡضُكُمۡ إلََِٰ بَعۡضٖ وَأ

َ
ۥ وَقَدۡ أ ًُ خُذُوىَ

ۡ
وَكَيۡفَ تأَ

 ٢١نِّيثَقًٰا غَليِظٗا  
“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal 

kamu telah bergaul satus ama lain (sebagai suami-istri). Dan 

mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat 

(ikatan pernikahan) dari kamu.”  (Q.S An-Nisa‟: 21) 

                                                             

12
Boedi Abdullah., Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, (Bandung: Pustaka Setia, 

2013), h. 203. 

13
 Amir Syarifuddin, op.cit, h. 189. 
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Hukum perceraian   dalam Islam kerap kali menimbulkan salah 

paham, seakan-akan ajaran Islam membiarkan hak yang lebih besar 

kepada laki-laki dari pada perempuan. padahal Al-Quran menjelaskan 

perlakuan yang seimbang kepada perempuan dan laki-laki dalam 

perceraian. Keduanya memiliki beban yang sama dan menerima hak 

yang sederajat. 

Pasal 39 Undang-Undang tentang Perkawinan menyatakan 

bahwa: 

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding pengadilan 

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak.  

2) Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa 

antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebaga isuami 

istri.
14

 

c. Sebab-sebab Perceraian 

Pasal 116 KHI menyatakan tentang perceraian dapat terjadi 

karena alasan atau alasan-alasan:
15

 

1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

                                                             

14
UUD 1974, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  tentang 

Perkawinan,” Ps. 39 ayat 1 dan 2. 

15
 Muhammad Azani, Penyelesaian cerai gugat berdasarkan undang-undang nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hokum islam (Khi). Riau Law Journal Vol. 2 No. 2, 

2018, h. 212-213. 
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2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain diluar kemampuannya; 

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

yang membahayakan pihak lain;  

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;  

6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga;  

7) Suami melanggar taklik talak; 

8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga. 

2. Harta Bersama 

a. Harta bersama menurut Hokum Islam 

Hukum Islam tidak melihat adanya harta bersama. Hukum 

Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan 

istri. Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan 

oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau 

dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang 

dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi 
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percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-

bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 

(32)  

ٰ بَعۡضٖٖۚ لّلِرّجَِالِ  ُ ةًِۦِ بَعۡضَكُمۡ عََلَ لَ ٱللََّّ ْ نَا فَضَّ وَلََ تَتَهَيَّوۡا
  ْ ا ٱكۡتسََتُوا َۚ  ىصَِيبٞ مِّهَّ ا ٱكۡتسََبَۡ وَللِنّسَِاءِٓ ىصَِيبٞ مِّهَّ

ءٍ عَليِهٗا  وَسۡ  َ كََنَ ةكُِلِّ شََۡ َ نِو فَضۡلًِۦَِٓۚ إنَِّ ٱللََّّ  ٣٢ٔٔٔلَوُاْ ٱللََّّ
"Dan  janganlah  kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan 

Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian 

yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa  

yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada 

bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah 

kepada Allah bagian-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu." (QS. An-Nisa: 32). 
 

Pada dasarnya harta antara suami atau istri adalah terpisah, baik 

harta bawaan masing-masing maupun harta yang didapatkan bersama-

sama atau sendiri-sendiri selama perkawinan.
16

 Tidak ada 

penggabungan harta dalam perkawinan kecuali dalam bentuk shirkah, 

yang mana itu dilakukan dengan akad khusus yaitu akad shirkah. 

Tanpa adanya akad tersebut harta tetap merupakan harta pribadi 

masing-masing atau harta terpisah.
17

 

Hukum Islam mengatur system terpisahnya antara suami istri 

sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan 

dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan kelonggaran 

                                                             

16
Sayuti Tahlib,  Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia 1986). 

h. 90. 

17
Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 121. 
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kepada  pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan 

yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum. Hukum Islam 

memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau istri untuk 

memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bias diganggu 

masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan 

sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu 

tanpa adanya campur tangan istri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. 

Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya 

perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri. 

Harta bersama dapat diartikan sebagai harta yang diperoleh selama 

perkawinan berlangsung, baik oleh suami maupun istri, contohnya 

adalah gaji masing-masing suami dan istri, atau pendapatan mereka 

dari usaha tertentu, dapat pula berbentuk deviden dari saham yang 

ditanam di sebuah perusahaan oleh salah satu pihak. Harta bersama 

tersebut berada di dalam kekuasaan suami dan istri bersama-sama, 

sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua 

belah pihak.
18

 

b. Harta Bersama Menurut Peraturan Perundang-Undangan 

Pengertian harta bersama yang disebutkan didalam Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “Harta benda 

yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”  

                                                             

18
Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan, 

(Depok: PT Raja Grafindo Persada 2016)., h. 93. 
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Untuk memperjelas pengertian diatas, hal-hal ini perlu menjadi 

catatan: 

1) Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, seperti kursi, 

tempat tidur, kulkas, kompor, mobil adalah milik suami dan 

bukanlah harta bersama, termasuk, atau hadiah dari orang lain yang 

diberikan kepada suami secara khusus. 

2) Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, kemudian secara 

sengaja dan jelas telah diberikan kepada istrinya, seperti suami 

yang membelikan baju dan perhiasan untuk istrinya, atau suami 

membelikan motor dan hadiah maka harta tersebut untuk istrinya, 

walaupun dibeli dengan harta suami, tetapi telah menjadi harta 

istri, dan bukan pula termasuk dalam harta bersama. 

3) Barang-barang yang dibeli dari harta istri atau orang lain 

menghibahkan sesuatu khusus untuk istri, maka itu semua adalah 

menjadi hak istri dan bukan merupakan harta bersama.
19

 

 Dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

dijelaskanbahwa: 

1) Harta benda yang di diperoleh selama perkawinan menjadi harta 

bersama 

2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda 

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah 

                                                             

19
Liky Faizal, Harta Bersama Dalam Perkawinan, Jurnaljtima‟iyya, Vol. 8, No. 2 Agustus 

2015, h. 84 
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di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 

menentukan lain. 

Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan jo. Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam 

yang menjelaskan bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya untuk 

melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-

masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa 

ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan atau 

diagunkan.
20

 

3) Harta bersama menurut hukum adat 

Hukum adat di Indonesia mengenal adanya harta bersama 

dengan pengecualian tertentu. Ada atau tidak adanya harta bersama 

dalam masyarakat hukum adat di Indonesia, dapat diperhatikan 

dalam contoh, sebagai berikut. 

a) Di Jawa Barat, terdapat kawinnya lindungkagelung, dimana 

istri yang kaya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari 

pada suaminya. Pada hal ini, yang mempunyai harta adalah si 

istri yang kaya dan tidak ada harta bersama. 

b) Di Jawa Tengah terdapat kawin manggihkaya, dimana 

kedudukan suami (seorang bangsawan) lebih tinggi dari pada 

istri. Dalam hal ini, istri hanya seorang perempuan biasa 

                                                             

20
Rosnidar Sembiring, Op.Cit, h. 94 
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(seorang selir) dan tidak mempunyai bagian apapun (termasuk 

bagian dalam harta bersama.) 

c) Di Minang kabau, dikenal adanya harta bersama yang disebut 

harta suarang. Yang dianggap harta suarang hanya barang-

barang yang diperoleh benar-benar karena pekerjaannya suami 

dan istri bersama-sama, dan jika suasana terus baik, dapatlah 

lambat laun harta bersama itu dipandang sebagai bagian dari 

hak suami.
21

 

3. Persepsi  

a. Pengertian Persepsi 

Persepsi adalah proses kognitif yang melibatkan interpretasi, 

pemahaman, dan penilaian individu terhadap informasi yang diterima 

melalui pancaindra.
22

 Proses ini dipengaruhi oleh pengalaman, 

pengetahuan, budaya, dan faktor psikologis lainnya yang membentuk 

cara seseorang memahami dunia di sekitarnya. Persepsi tidak hanya 

melibatkan penerimaan rangsangan, tetapi juga bagaimana seseorang 

memberi makna pada rangsangan tersebut.
23

 

 

 

 

                                                             

21
P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 

2007), h. 164-165 

22
 S.P Robins & T.A Judge, Perilaku Organisasi, (Edisi 16).( Jakarta: Salemba Empat, 

2015), h. 45 

23
 B. Walgito, Psikologi Sosial. (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 99 
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Proses persepsi terjadi dalam 3 tahap utama : 

1) Tahap Seleksi (Selection) 

Pada tahap ini, individu memilih informasi yang dianggap 

relevan dari lingkungan. Proses ini dipengaruhi oleh perhatian 

selektif, di mana hanya sebagian kecil rangsangan yang diperhatikan. 

2) Tahap Organisasi (Organization) 

Setelah informasi dipilih, otak mengatur dan mengelompokkan 

informasi tersebut ke dalam pola tertentu agar lebih mudah 

dipahami. 

3) Tahap Interpretasi (Interpretation) 

Tahap terakhir adalah memberikan makna pada informasi 

yang telah diorganisasi. Proses ini melibatkan pengalaman, 

pengetahuan sebelumnya, dan faktor subjektif lainnya. 

Persepsi bersifat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor internal dan eksternal, seperti pengalaman masa lalu, motivasi, 

emosi, budaya, dan konteks sosial
24

. Oleh karena itu, dua orang yang 

menerima stimulus yang sama dapat memiliki persepsi yang berbeda 

terhadap stimulus tersebut
25

. 

 

 

 

                                                             

24
 Robins & Judge, Op.cit, h. 87-89 

25
 R.E. Nisbett, & T. Masuda. Culture and point of view. (Proceedings of the National 

Academy of Sciences, 2003). 100(19), 11163-11170. 
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b. Bentuk-bentuk Persepsi 

1) Persepsi Visual 

Persepsi yang melibatkan indera penglihatan untuk 

mengenali bentuk, warna, dan ukuran objek. Misalnya, melihat 

suatu benda dan mengenalinya sebagai kursi. 

2) Persepsi Auditori 

Persepsi yang berkaitan dengan indera pendengaran, seperti 

mengenali suara manusia atau nada musik tertentu.
26

 

3) Persepsi Sentuhan 

Persepsi yang berhubungan dengan indera peraba, seperti 

mengenali tekstur atau suhu suatu objek saat disentuh. 

4) Persepsi Penciuman 

Persepsi yang berkaitan dengan indera penciuman, seperti 

membedakan aroma bunga dan bau asap.
27

 

5) Persepsi Rasa 

Persepsi yang melibatkan indera perasa untuk mengenali 

rasa manis, asin, asam, atau pahit. 

6) Persepsi Kinesetik 

Persepsi yang berkaitan dengan gerakan tubuh atau posisi 

anggota badan dalam ruang. Misalnya, mengetahui posisi tangan 

tanpa melihatnya.
28

 

                                                             

26
 S.W. Sarwono. Psikologi Umum. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 78-81 

27
 J.P. Chaplin. Kamus Lengkap Psikologi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2011), h. 145-

146 
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c. Kompilasi Hukum Islam 

1) Pengertian Kompilasi Hukum Islam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan hukum 

islam yang di jadikan pedoman bagi hakim pengadilan agama 

dalam memutuskan perkara-perkara hukum islam di Indonesia. 

KHI di susun berdasarkan sumber-sumber hukum islam yang di 

sesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia. 

Pada tahun 1985, Mahkamah Agung RI dan Departemen 

Agama (sekarang Kementerian Agama) mengambil prakarsa untuk 

menyusun KHI. Proyek ini melibatkan berbagai pihak, termasuk 

ulama, cendekiawan Muslim, dan praktisi hukum.
29

 Proses 

penyusunan KHI meliputi: 

a) Pengkajian kitab-kitab fikih klasik 

b) Wawancara dengan para ulama di seluruh Indonesia 

c) Studi perbandingan hukum Islam di negara-negara Muslim 

lainnya 

d) Seminar dan lokakarya nasional 

2) Pemberlakuan dan status hukum 

KHI diberlakukan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 

1991.
30

 Meskipun bukan undang-undang, KHI memiliki kekuatan 

                                                                                                                                                                       

28
 R.L. Atkinson, R.C. Atkinson & E.R. Hilgard. Pengantar Psikologi. (Jakarta: Erlangga, 

2003), h. 195-199 

29
 Abdurrahman.. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Akademika Pressindo, 

1992), h. 65 

30
 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan 

Kompilasi Hukum Islam. 
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hukum yang kuat karena dijadikan pedoman oleh Pengadilan 

Agama dalam memutuskan perkara. Selain itu, banyak ketentuan 

dalam KHI yang kemudian diadopsi ke dalam undang-undang, 

seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
31

 

3) Isi dan Ruang Lingkup 

KHI terdiri dari tiga buku utama: 

a) Buku I: Hukum Perkawinan 

Mengatur tentang peminangan, syarat dan rukun perkawinan, 

mahar, larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan 

kewajiban suami istri, pemeliharaan anak, perceraian, dan 

masalah-masalah terkait lainnya. 

b) Buku II: Hukum Kewarisan 

Membahas tentang ahli waris, besarnya bagian warisan, wasiat, 

hibah, dan hal-hal terkait kewarisan lainnya. 

c) Buku III: Hukum Perwakafan 

Mengatur tentang definisi wakaf, syarat-syarat wakaf, tata cara 

perwakafan, dan pengelolaan harta wakaf. 

4) Karakteristik dan Pendekatan 

KHI menggabungkan berbagai pendekatan dalam perumusannya: 

a) Pendekatan Kompromistis: Berusaha mengakomodasi berbagai 

mazhab fikih yang ada di Indonesia.
32

 

                                                             

31
 Ahmad Rofiq. Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995), h. 89 

32
 Wahid, Marzuki dan Rumadi. Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam 

di Indonesia. (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 142 
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b) Pendekatan Unifikasi: Bertujuan menyatukan pemahaman dan 

penerapan hukum Islam di Indonesia.
33

 

c) Pendekatan Kontekstual: Mempertimbangkan kondisi sosial-

budaya masyarakat Indonesia.
34

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Salah satu syarat yang harus di penuhi seorang peneliti untuk 

menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukanya itu menegaskan 

perbedaannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan 

penelitian yang di lakukan. Setelah penulis mencari dan mencermati hasil 

penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti tidak menemukan 

judul yang sama. Namun, dalam penulisan ini mempunyai relavansi dengan 

sejumlah tulisan yang ada. Adapun hasil penelusuran terkait hasil-hasil 

penelitian terdahlu yang sejenis dengan penelitian yang dilaukan ini, 

diantaranya: 

1. Penelitian oleh Zulkifli (2018) berjudul "Pelaksanaan Pembagian Harta 

Bersama Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru" 

Penelitian ini mengkaji secara mendalam proses pembagian harta 

bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru dan faktor-

faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Zulkifli menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara 
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mendalam dengan hakim, panitera, dan pihak-pihak yang terlibat dalam 

kasus pembagian harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

proses pembagian harta bersama sering mengalami kendala karena 

beberapa faktor: 

a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum yang 

berlaku 

b. Ketidaklengkapan dokumen yang diajukan oleh para pihak 

c. Kesulitan dalam menginventarisasi dan menilai harta bersama 

d. Adanya intervensi dari pihak keluarga yang mempersulit proses 

pembagian 

Zulkifli juga menemukan bahwa dalam beberapa kasus, pembagian 

harta bersama tidak dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya patriarki yang masih 

kuat, di mana pihak suami cenderung mendominasi dalam penguasaan 

harta bersama
35

. 

2. Studi yang dilakukan oleh Nurhasanah (2017) dengan judul "Persepsi 

Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Adat di 

Kecamatan Tanjung Morawa" 

Penelitian ini menganalisis secara komprehensif bagaimana 

persepsi masyarakat terhadap pembagian harta bersama berdasarkan 

hukum adat setempat. Nurhasanah menggunakan metode penelitian 
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campuran (mixed method) dengan menggabungkan survei kuantitatif dan 

wawancara kualitatif. Sampel penelitian melibatkan 200 responden dari 

berbagai latar belakang sosial ekonomi di Kecamatan Tanjung Morawa. 

Temuan penelitian menunjukkan adanya variasi dalam persepsi 

masyarakat: 

a. 60% responden masih memegang teguh prinsip-prinsip hukum adat 

dalam pembagian harta bersama 

b. 30% responden menggabungkan prinsip hukum adat dengan hukum 

positif 

c. 10% responden lebih memilih menggunakan hukum positif 

sepenuhnya 

Nurhasanah juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi masyarakat, antara lain: 

a. Tingkat pendidikan 

b. Pemahaman agama 

c. Keterlibatan dalam kegiatan adat istiadat 

d. Pengalaman pribadi atau keluarga dalam kasus pembagian harta 

bersama 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun hukum positif telah 

mengatur pembagian harta bersama, praktik di masyarakat masih sangat 

dipengaruhi oleh hukum adat
36

. 
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3. Penelitian oleh Syarifuddin (2019) yang berjudul "Analisis Yuridis 

Terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Setelah 

Perceraian" 

Studi ini membahas secara mendalam aspek hukum dari 

pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Syarifuddin 

menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan kasus. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan 

hukum dan praktik di lapangan, antara lain: 

a. Ketidaksesuaian antara Kompilasi Hukum Islam dengan praktik di 

Pengadilan Agama dalam hal proporsi pembagian harta bersama 

b. Perbedaan interpretasi hakim terhadap konsep "kontribusi" dalam 

perolehan harta bersama 

c. Kesulitan dalam menentukan status harta bawaan yang bercampur 

dengan harta bersama 

Syarifuddin juga menganalisis beberapa putusan pengadilan terkait 

pembagian harta bersama dan menemukan inkonsistensi dalam penerapan 

prinsip-prinsip hukum. Ia menyarankan perlunya revisi terhadap peraturan 

yang ada untuk mengakomodasi kompleksitas kasus-kasus pembagian 

harta bersama di era modern
37

. 
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4. Karya ilmiah oleh Fitriani (2016) dengan judul "Pembagian Harta Bersama 

Pasca Perceraian di Kabupaten Kampar: Studi Kasus di Kecamatan 

Bangkinang" 

Penelitian ini mengkaji praktik pembagian harta bersama di 

wilayah yang berdekatan dengan lokasi penelitian Anda. Fitriani 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi, 

melibatkan observasi partisipan dan wawancara mendalam dengan 30 

informan, termasuk pasangan yang bercerai, tokoh adat, dan pejabat 

Pengadilan Agama. 

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa faktor budaya dan 

ekonomi sangat mempengaruhi proses pembagian harta bersama: 

a. Adanya konsep "harta pusaka" yang mempengaruhi persepsi 

masyarakat tentang harta bersama 

b. Peran keluarga besar dalam proses negosiasi pembagian harta bersama 

c. Pertimbangan ekonomi, terutama terkait hak asuh anak, dalam 

menentukan proporsi pembagian 

d. Stigma sosial terhadap perempuan yang menuntut hak atas harta 

bersama 

Fitriani juga mengidentifikasi beberapa praktik unik dalam 

pembagian harta bersama di Kecamatan Bangkinang, seperti sistem "ganti 

rugi" dan "pembagian berdasarkan fungsi". Penelitian ini menyoroti 
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pentingnya memahami konteks lokal dalam menerapkan hukum terkait 

pembagian harta bersama
38

. 

5. Studi yang dilakukan oleh Rahman (2020) berjudul "Persepsi Masyarakat 

terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Adat: Studi di Kecamatan Kuok" 

Penelitian ini menganalisis secara mendalam persepsi masyarakat 

terhadap pembagian harta bersama dengan mempertimbangkan aspek 

hukum Islam dan adat setempat. Rahman menggunakan metode penelitian 

campuran (mixed method) dengan survei terhadap 150 responden dan 

wawancara mendalam dengan 15 informan kunci. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya sintesis antara hukum Islam 

dan adat dalam praktik pembagian harta bersama: 

a. 70% responden menganggap pembagian harta bersama harus 

mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam dan adat secara bersamaan 

b. 20% responden lebih condong pada hukum Islam murni 

c. 10% responden lebih mementingkan hukum adat 

Rahman juga mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi 

persepsi masyarakat: 

a. Tingkat pemahaman agama 

b. Keterlibatan dalam lembaga adat 

c. Tingkat pendidikan 

d. Pengalaman hidup di luar daerah 
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Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Kuok 

telah mengembangkan sistem hybrid dalam pembagian harta bersama, 

yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal. Rahman 

menyarankan agar pendekatan ini dapat dijadikan model untuk daerah lain 

dengan karakteristik serupa
39

. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Perkembangan ilmu yang berkaitan dengan berbagai metode penelitian 

(research methodology) berawal dengan ingin tahunya manusia sehingga mencari 

solusi untuk suatu masalah agar mampu membantu kelancara kegiatan sehari hari 

dan juga sebahai pengembangan ilmu pengetahuan.
40

 

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh 

data dengan tujuan dan kepentingan tertentu, dengan berdasarkan rasional empiris 

dan sistematis.
41

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

reaserch). Maka metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian 

kualitatif yang mempunyai makna jenis penelitian pendidikan di mana peneliti 

bergantung pada pandangan partisipan atau informan: peneliti bertanya 

panjang lebar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum, pertemuan data 

sebagian besar terdiri dari kata-kata (atau teks) dari peserta, menggambarkan 

dan menganalisis teks tersebut menjadi tema-tema, dan melakukan permintaan 

secara subyektif dan secara bias (memancing pertanyaan lainnya).
42
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B. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Desa Empat Balai 

Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini di 

dasarkan pada kasus-kasus harta bersama yang tidak dibagikan pasca 

perceraian. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah, tokoh adat dan agama serta 

pasangan suami istri yang telah bercerai dan yang belum bercerai di Desa 

Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. 

2. Objek penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat Desa Empat Balai, 

Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar terhadap fenomena tidak dibaginya 

harta bersama pasca perceraian. Penelitian akan mengkaji pemahaman dan 

pandangan masyarakat setempat mengenai konsep harta bersama dalam 

perkawinan, serta aturan hukum yang mengatur pembagiannya setelah 

perceraian. Selain itu, akan ditelaah pula alasan-alasan yang melatar 

belakangi tidak dibaginya harta bersama, beserta dampak sosial dan 

ekonomi yang ditimbulkan terhadap pihak-pihak yang bercerai. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Empat Balai 

yang terkait dengan kasus harta bersama pasca perceraian. 

2. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 

teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang 

diambil terdiri dari:  
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a. 5 orang pasangan yang belum bercerai 

b. 4 orang pasangan yang telah bercerai 

c. 3 tokoh adat 

d. 3 tokoh agama 

 

E. Sumber Data 

Dalam penelitian ini ada beberapa sumber data primer, data sekunder 

dan data tersier yaitu: 

1. Data Primer 

Adapun sumber data primer pada penelitian ini di peroleh dari: 

a. Wawancara dengan Responden 

b. Observasi langsung ke lapangan. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder pada penelitian ini diperoleh dari:  

a. Undang-undang perkawinan  

b. Dokumen sejarah dan profil Desa Empat Balai yang dapat 

memberikan konteks social budaya. 

 

F. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan infomasi 

tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.
43

 Dari penjelasan tersebut 

penulis memahami bahwa informan adalah atasan dan bawahan. Dimana 

terjadi komunikasi yang berlangsung terus menerus, karena infoman adalah 
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orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti. Informan 

dalam penelitian ini adalah 5 orang pasangan yang belum bercerai, 4 orang 

pasangan yang telah bercerai, 3 tokoh adat dan 3 tokoh agama, maka informan 

dalam penelitian ini berjumlah 15 orang di Desa Empat Balai. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan penelitian yang penting adalah pengumpulan data, 

pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau dari data diperoleh dapat 

terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya.
44

 Adapun dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan 

dokumentasi. 

1. Observasi 

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan melakukan pengamatan 

atau survey awal pada subjek dan objek penelitian sebelum melaksanakan 

sebuah penelitian.
45

 Observasi pada penelitian ini adalah melakukan 

pengamatan langsung terhadap fenomena harta bersama yang tidak 

dibagikan pasca perceraian di Desa Empat Balai. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah alah satu teknik yang sering digunakan untuk 

mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. 

Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan dapat dilakukan 
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oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut interviewer.
46

 Dalam 

melakukan penelitian peneliti menggunakan metode wawancara langsung 

dengan informasi yang telah diambil yaitu, Tokoh Agama Dan Tokoh 

Adat serta Pasangan yang telah bercerai dan yang belum bercerai. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Menganalisa suatu data menjadi langkah penting dalam penelitian, 

karena dapat memberikan kesimpulan terhadap data yang dikumpulkan 

peneliti. Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari responden melalui hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya 

dideskripsikan kemudian dianalisa dalam sebuah laporan dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif 

kualitatif. Metode yang peneliti gunakan adalah dengan cara menganalisis, 

menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data 

yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai 

masalah yang di teliti di lapangan. 

 

I. Teknik Penulisan 

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan 

data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut: 
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1. Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau 

pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil 

kesimpulan secara khusus. 

2. Metode Deskriptif Analitif yaitu dengan jalan melihat data-data yang 

diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut 

kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, berhubungan 

dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Masyarakat Desa empat Balai memiliki pemahaman yang berbeda tentang 

konsep harta bersama yang tidak terbagi setelah bercerai. Kebanyakan 

orang menganggap harta bersama sebagai harta yang diperoleh selama 

pernikahan, dan penyebarannya harus dilakukan secara adil jika terjadi 

perceraian.  

2. Menurut tokoh agama di desa ini, tidak membagi harta bersama setelah 

perceraian dapat menimbulkan dampak hukum yang serius. Secara ajaran 

agama, tidak membagi harta secara adil dianggap sebagai bentuk 

kezaliman dan dapat berdosa. Selain itu, hal ini juga berpotensi 

menimbulkan sengketa berkepanjangan yang dapat merusak hubungan 

antar keluarga. Pandangan tokoh adat, meyakini bahwa tidak adanya 

pembagian harta yang adil akan memicu konflik berkepanjangan antara 

mantan suami-istri serta keluarga besar mereka. Hal ini tidak hanya 

merusak hubungan personal, tetapi juga berpotensi menimbulkan 

disharmoni di dalam komunitas desa. Selain itu, pandangan masyarakat 

umum tidak dibaginya harta bersama akan mengakibatkan kemiskinan, 

terutama bagi pihak yang secara ekonomi lebih lemah. 
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3. Di dalam Alqur‟an tidak ada penjelasan atau ayat yang menerangkan 

tentang pembagian harta bersama itu harus di bagi 2. Oleh karna itu kami 

sebagai peneliti akan menjelaskan dari 2 aspek yaitu menurut hukum 

positif Indonesia dan menurut kaidah fiqih. Dalam hukum positif 

Indonesia ketidakpembagian harta tidak melanggar hukum jika 

berdasarkan kesepakatan yang sah atau keputusan pengadilan. Hukum 

Indonesia memberikan fleksibilitas untuk mencapai keadilan dalam proses 

perceraian. Dalam fiqih Islam, masalah dalam pembagian harta dapat 

disebabkan ketidakjelasan kepemilikan, hak anak dan hubungan ekonomi 

yang rumit. Penyelesaian melalui musyawarah, tahkim dan maslahah 

mursalah adalah metode yang di utamakan. Implikasi dan ketidakpastian 

harta bersama meliputi potensi ketidakadilan, konflik dan ketidakpastian 

hak milik. 

 

B. Saran 

Setelah dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan 

skripsi perlu kiranya penulis memberikan beberapa saran yang dijadikan 

bahan pertimbangan: 

1. Hendaknya pembagian harta bersama pasca perceraian di bagikan sesuai 

dengan aturan yang berlaku baik menurut hukum agama maupun hukum 

adat agar dikemudian hari tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. 

Pentingnya memberi pengertian, edukasi dan arahan kepada masyarakat 

terutama kepada orang terdekat yaitu keluarga apabila hendak melakukan 

pembagian harta bersama ketika perceraian terjadi agar hak-hak dan 
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kewajiban dari masing-masing pihak tidak hilang sia-sia. Dengan cara 

sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu melalui lembaga 

hukum.  

2. Meningkatkan pengawasan bagi pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan 

masyarakat agar tidak terjadi hal yang buruk akibat harta bersama setelah 

perceraian yang tidak dibagi, setidaknya dapat mengurangi adanya 

penyimpangan dan menambah wawasan tentang akibat hukum.  
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LAMPIRAN  

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apa yang Anda ketahui tentang konsep harta bersama dalam 

pernikahan menurut hukum Islam? 

2. Menurut pendapat Anda, apakah pembagian harta bersama pasca 

perceraian penting dilakukan? Mengapa? 

3. Bagaimana pandangan Anda terhadap kasus-kasus di mana harta 

bersama tidak dibagikan setelah perceraian? 

4. Menurut Anda, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan harta 

bersama tidak dibagikan setelah perceraian? 

5. Bagaimana dampak tidak dibagikannya harta bersama terhadap 

kehidupan mantan suami atau istri setelah perceraian? 

6. Apakah anda mengetahui upaya hukum yang dapat di tempuh jika 

salah satu pihak menolak membagi harta bersama ? 

7. Menurut Anda, bagaimana peran tokoh agama atau tokoh masyarakat 

dalam mengedukasi masyarakat tentang pembagian harta bersama ? 
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